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Abstrak 
Perkembangan kecerdasan artifisial, robotika, dan otomatisasi mengubah struktur tugas, kompetensi, dan 

organisasi kerja. Indonesia menghadapi peluang besar karena bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi 

digital, namun juga risiko mismatch keterampilan, polarisasi pekerjaan, dan ketimpangan produktivitas apabila 

adopsi teknologi berlangsung lebih cepat daripada kemampuan tenaga kerja untuk beradaptasi. Artikel ini 

membahas reskilling sebagai strategi transformasi nasional, bukan sekadar program pelatihan. Analisis 

mencakup kerangka berbasis tugas, generative AI, smart manufacturing, sektor jasa dan daerah, keterampilan 

teknis dan human skills, AI literacy, pendidikan vokasi dan tinggi, peran perusahaan dan UMKM, pekerja 

informal dan gig, inklusivitas, pembiayaan, skills intelligence, evaluasi outcome, Responsible AI, perlindungan 

sosial, serta tata kelola lintas pemangku kepentingan. Artikel mengusulkan pendekatan learn-work-learn, 

microcredential yang stackable, individual learning account, talent marketplace internal, reskilling-before-

redundancy, dan National Skills Intelligence. Tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem pembelajaran 

sepanjang hayat yang membuat AI menjadi teknologi augmentasi manusia, meningkatkan produktivitas, dan 

memperluas mobilitas sosial. Reskilling Indonesia harus diposisikan sebagai investasi dalam daya saing 

sekaligus kontrak sosial agar manfaat transformasi AI terdistribusi secara lebih adil. 

Kata Kunci: reskilling; upskilling; kecerdasan artifisial; otomatisasi; tenaga kerja Indonesia; future of 

work; skills-based economy; lifelong learning; transformasi digital; produktivitas. 

Pendahuluan 
Transformasi kecerdasan artifisial (AI), robotika, analitik data, komputasi awan, Internet of Things, dan otomasi 

proses mengubah struktur pekerjaan lebih cepat daripada kemampuan banyak sistem pendidikan dan pelatihan 

untuk menyesuaikan diri. Indonesia berada pada titik yang menentukan. Di satu sisi, jumlah penduduk usia kerja 

yang besar merupakan modal demografis, pasar yang luas, dan sumber kreativitas. Di sisi lain, bonus demografi 

dapat kehilangan nilai ekonominya apabila keterampilan tenaga kerja tidak relevan dengan teknologi, model 

bisnis, dan tuntutan produktivitas yang baru. Karena itu, reskilling harus dipahami bukan sebagai program 

pelatihan sesaat, melainkan sebagai proyek transformasi nasional yang menghubungkan kebijakan industri, 

pendidikan, pasar kerja, perlindungan sosial, dan strategi perusahaan. 

http://www.rudyct.com/cv.pdf
https://rudyct.com/ab/Buku-Artikel-rudyct-23-24.htm
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Artikel ini mengembangkan argumen bahwa pertanyaan utama bukan apakah AI akan "menggantikan manusia", 

tetapi bagaimana pekerjaan akan diurai menjadi tugas-tugas yang dapat diotomatisasi, tugas yang dapat 

diperkuat oleh AI, dan tugas yang tetap membutuhkan penilaian manusia. Kerangka berbasis tugas lebih 

berguna daripada ramalan berbasis jabatan karena sebuah pekerjaan biasanya terdiri dari campuran aktivitas 

rutin, kognitif, sosial, fisik, kreatif, dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, reskilling Indonesia perlu 

mengarahkan tenaga kerja dari konfigurasi tugas yang semakin mudah diotomatisasi menuju konfigurasi kerja 

yang memadukan literasi digital, pengetahuan domain, kemampuan analitis, kreativitas, komunikasi, etika, dan 

kolaborasi manusia-AI. 

Data pasar kerja menegaskan skala tantangan tersebut. BPS mencatat 146,54 juta penduduk bekerja pada 

Agustus 2025 dengan tingkat pengangguran terbuka 4,85 persen dan rata-rata upah buruh sekitar Rp3,33 juta. 

Angka-angka ini menunjukkan bahwa isu Indonesia bukan hanya penciptaan lapangan kerja, tetapi mutu 

pekerjaan, produktivitas, mobilitas keterampilan, dan kemampuan pekerja berpindah dari pekerjaan 

berproduktivitas rendah ke pekerjaan yang lebih bernilai tambah. Pada saat yang sama, World Economic Forum 

memperkirakan bahwa 39 persen keterampilan inti pekerjaan akan berubah sampai 2030 dan bahwa 59 dari 

setiap 100 pekerja global memerlukan pelatihan. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan tersebut berinteraksi 

dengan besarnya sektor informal, kesenjangan wilayah, variasi kualitas pendidikan, dan terbatasnya akses 

pelatihan yang benar-benar terkait kebutuhan industri. 

Dengan demikian, reskilling adalah instrumen ekonomi sekaligus instrumen keadilan sosial. Tanpa reskilling 

yang inklusif, produktivitas AI dapat terkonsentrasi pada perusahaan besar, kota besar, dan pekerja 

berpendidikan tinggi. Sebaliknya, bila dirancang secara tepat, AI dapat menjadi alat demokratisasi pengetahuan 

yang membantu teknisi, perawat, guru, petani, pegawai administrasi, pelaku UMKM, dan pekerja manufaktur 

meningkatkan kualitas keputusan dan produktivitas mereka. Agenda kebijakan yang diperlukan adalah 

membangun ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang cepat, modular, terukur, diakui industri, mudah 

diakses, dan dibiayai melalui pembagian tanggung jawab antara negara, perusahaan, institusi pendidikan, 

platform teknologi, dan individu. 

1. Dari Otomatisasi ke Augmentasi: Mengubah Cara Melihat AI 
AI tidak hanya menggantikan tugas manusia tetapi juga memperbesar kapasitas manusia melalui analisis, 

prediksi, pencarian informasi, pembuatan draf, diagnosis awal, dan dukungan keputusan. Perubahan ini penting 

karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan 

investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, 

dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan 

kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa 

pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang 

memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang 

menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Kebijakan reskilling harus memetakan tugas yang hilang, tugas yang 

berubah, dan tugas baru yang muncul; bukan sekadar menghitung jabatan yang dianggap berisiko. Pendekatan 

nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, 

staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun 

semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 
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Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

2. Mengapa Reskilling Menjadi Agenda Strategis Nasional 
Reskilling menentukan apakah bonus demografi menghasilkan produktivitas atau justru memperbesar mismatch 

keterampilan, pengangguran terdidik, dan tekanan upah. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak 

hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign 

organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator 

kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab 

itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih 

relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah 

organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 
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Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Pemerintah perlu memperlakukan kapasitas belajar tenaga kerja sebagai 

infrastruktur ekonomi, setara pentingnya dengan konektivitas, energi, logistik, dan pembiayaan. Pendekatan 

nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, 

staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun 

semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 
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3. Potret Pasar Kerja Indonesia Menjelang Gelombang AI 
Pasar kerja Indonesia memiliki skala besar tetapi heterogen: formal-informal, perkotaan-perdesaan, pekerja 

berpendidikan tinggi-rendah, dan sektor modern-tradisional hidup berdampingan. Perubahan ini penting karena 

teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, 

perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, 

dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan 

kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa 

pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang 

memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang 

menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Program pelatihan tunggal tidak akan memadai; desain harus dibedakan 

menurut sektor, wilayah, pendidikan awal, usia, dan tingkat paparan teknologi. Pendekatan nasional yang 

seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, 

tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan 

berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 
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dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

4. Kerangka Berbasis Tugas untuk Mengukur Risiko Otomatisasi 
Unit analisis yang tepat adalah tugas. Pekerjaan akuntan, guru, analis, operator, dan tenaga kesehatan masing-

masing mengandung tugas yang dapat diotomatisasi, diaugmentasi, atau tetap dominan manusia. Perubahan ini 

penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian 

keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik 

manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta 

kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 

'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa 

yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang 

menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Pemetaan tugas membantu perusahaan menyiapkan transisi internal 

sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja dan membantu lembaga pendidikan merancang kurikulum yang 

lebih presisi. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang 

dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah 

tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reskilling Indonesia: Menyiapkan Tenaga Kerja dalam Era AI dan Otomatisasi  

 

 

 

8 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

5. Generative AI dan Pergeseran Pekerjaan Kognitif 
Generative AI memperluas otomatisasi dari kerja rutin fisik menuju kerja kognitif seperti merangkum, 

menerjemahkan, menyusun dokumen, menulis kode, membuat materi pemasaran, dan mencari pola. Perubahan 

ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian 

keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik 

manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta 

kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 

'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa 

yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang 

menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Keunggulan pekerja tidak lagi hanya berasal dari kemampuan 

menghasilkan teks atau informasi, tetapi dari kemampuan memberi konteks, memverifikasi, menilai risiko, 

mengintegrasikan domain knowledge, dan bertanggung jawab atas keputusan. Pendekatan nasional yang 

seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, 

tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan 

berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 
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Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

6. Robotika, Smart Manufacturing, dan Masa Depan Operator 
Di manufaktur, otomasi mengurangi kebutuhan terhadap beberapa tugas repetitif namun meningkatkan 

permintaan teknisi pemeliharaan, integrator sistem, analis kualitas, operator robot, dan supervisor berbasis data. 

Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui 

serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. 

Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas 

layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui 

pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas 

berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke 

aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Reskilling harus dekat dengan lantai produksi dan peralatan nyata, 

menggunakan pendekatan apprenticeship, simulasi, microcredential, dan asesmen kompetensi. Pendekatan 

nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, 
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staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun 

semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

Kasus Ilustratif 

Kasus ilustratif: sebuah perusahaan manufaktur komponen otomotif memasang computer vision untuk inspeksi 

kualitas. Pada desain yang buruk, perusahaan memandang teknologi tersebut semata-mata sebagai pengganti 

inspector sehingga pekerja lama menjadi surplus. Pada desain transformasi yang lebih baik, perusahaan 

memetakan tugas inspector: pengamatan visual rutin, klasifikasi cacat, dokumentasi, penelusuran akar masalah, 

komunikasi dengan produksi, dan perbaikan proses. Computer vision mengambil alih penyaringan awal, 

sementara inspector dilatih menjadi quality analyst yang memeriksa false positive/false negative, 
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menghubungkan data cacat dengan parameter mesin, dan memimpin problem solving. Produktivitas meningkat 

bukan karena manusia dihapus, tetapi karena struktur tugas dan kompetensinya didesain ulang. 

Kasus lain dapat ditemukan pada layanan kesehatan. Sistem AI dapat membantu menyusun ringkasan rekam 

medis, coding, triase awal, atau prediksi risiko, tetapi keputusan klinis dan komunikasi dengan pasien tetap 

membutuhkan kompetensi manusia. Reskilling bagi tenaga kesehatan bukan berarti mengubah semua perawat 

atau dokter menjadi programmer. Yang diperlukan adalah data literacy, kemampuan membaca rekomendasi 

model, memahami keterbatasan, menjaga privasi, mengenali bias, dan menjelaskan keputusan kepada pasien. 

Dalam situasi seperti ini, kompetensi teknis dan etika menjadi satu kesatuan. 

7. AI di Sektor Jasa: Perbankan, Ritel, Logistik, dan Administrasi 
Sektor jasa menghadapi otomasi customer service, pemrosesan dokumen, penjadwalan, rekomendasi, deteksi 

anomali, dan back-office. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, 

melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan 

perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, 

struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca 

transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah 

bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu 

mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Pekerja perlu bergerak dari transaksi rutin ke layanan bernilai tambah: 

problem solving, relationship management, compliance, data interpretation, dan orkestrasi sistem AI. 

Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan 

operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, 

walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 
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perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

Kasus Ilustratif 

Kasus ilustratif: sebuah perusahaan manufaktur komponen otomotif memasang computer vision untuk inspeksi 

kualitas. Pada desain yang buruk, perusahaan memandang teknologi tersebut semata-mata sebagai pengganti 

inspector sehingga pekerja lama menjadi surplus. Pada desain transformasi yang lebih baik, perusahaan 

memetakan tugas inspector: pengamatan visual rutin, klasifikasi cacat, dokumentasi, penelusuran akar masalah, 

komunikasi dengan produksi, dan perbaikan proses. Computer vision mengambil alih penyaringan awal, 

sementara inspector dilatih menjadi quality analyst yang memeriksa false positive/false negative, 

menghubungkan data cacat dengan parameter mesin, dan memimpin problem solving. Produktivitas meningkat 

bukan karena manusia dihapus, tetapi karena struktur tugas dan kompetensinya didesain ulang. 

Kasus lain dapat ditemukan pada layanan kesehatan. Sistem AI dapat membantu menyusun ringkasan rekam 

medis, coding, triase awal, atau prediksi risiko, tetapi keputusan klinis dan komunikasi dengan pasien tetap 

membutuhkan kompetensi manusia. Reskilling bagi tenaga kesehatan bukan berarti mengubah semua perawat 

atau dokter menjadi programmer. Yang diperlukan adalah data literacy, kemampuan membaca rekomendasi 

model, memahami keterbatasan, menjaga privasi, mengenali bias, dan menjelaskan keputusan kepada pasien. 

Dalam situasi seperti ini, kompetensi teknis dan etika menjadi satu kesatuan. 

8. Pertanian, Kelautan, dan Ekonomi Daerah 
Reskilling tidak boleh identik dengan coding. Petani, nelayan, penyuluh, teknisi lapangan, dan UMKM daerah 

membutuhkan kemampuan memanfaatkan sensor, citra, platform pemasaran, prediksi cuaca, pencatatan digital, 

dan AI generatif. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, 

melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan 

perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, 

struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca 

transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah 

bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu 

mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 
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Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Transformasi produktivitas akan inklusif jika pelatihan dirancang dalam 

bahasa dan konteks lokal serta ditopang konektivitas dan pendampingan. Pendekatan nasional yang seragam 

perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga 

kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan 

berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 
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9. Keterampilan AI yang Sebenarnya Dibutuhkan 
Keterampilan AI tersusun berlapis: literasi dasar, penggunaan alat, prompt dan workflow, evaluasi output, 

keamanan data, integrasi proses, sampai pengembangan model dan infrastruktur. Perubahan ini penting karena 

teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, 

perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, 

dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan 

kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa 

pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang 

memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang 

menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Mayoritas pekerja tidak harus menjadi data scientist, tetapi hampir semua 

pekerja perlu memahami kapan AI berguna, kapan AI dapat salah, dan bagaimana memeriksa hasilnya. 

Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan 

operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, 

walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 
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dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

10. Human Skills sebagai Keunggulan Komplementer 
Analytical thinking, kreativitas, komunikasi, kepemimpinan, empati, negosiasi, rasa ingin tahu, ketahanan, dan 

kemampuan belajar semakin penting ketika mesin mengambil alih bagian tugas rutin. Perubahan ini penting 

karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan 

investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, 

dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan 

kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa 

pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang 

memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang 

menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Reskilling yang terlalu teknis dapat gagal bila mengabaikan kemampuan 

sosial dan pengambilan keputusan yang membuat teknologi menghasilkan nilai organisasi. Pendekatan nasional 

yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf 

bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya 

akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 
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mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

11. AI Literacy untuk Semua Pekerja 
AI literacy mencakup pemahaman kemampuan dan keterbatasan AI, penggunaan aman, evaluasi bias, 

perlindungan data, verifikasi fakta, dan etika penggunaan. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak 

hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign 

organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator 

kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab 

itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih 

relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah 

organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Literasi harus menjadi kompetensi dasar lintas jabatan sebagaimana 

literasi komputer dan internet berkembang menjadi kompetensi umum pada era sebelumnya. Pendekatan 

nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, 

staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun 

semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 
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Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

12. Dari Degree-Based Hiring ke Skills-Based Economy 
Pasar kerja berbasis keterampilan menilai apa yang dapat dilakukan seseorang, bukan hanya gelar yang pernah 

diperoleh. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan 

melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku 

konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, 

kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya 

melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi 

tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga 

kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Microcredential, portofolio, asesmen praktis, recognition of prior 

learning, dan digital credential dapat mempercepat mobilitas, tetapi memerlukan standar mutu agar kredensial 

tidak menjadi sekadar sertifikat tanpa kompetensi. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain 

sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, 
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pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem 

digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

13. Reformasi TVET, SMK, Politeknik, dan Balai Latihan 
Lembaga vokasi perlu bergerak dari kurikulum yang lambat menuju sistem modular yang diperbarui bersama 

industri dan berbasis peralatan serta proses produksi aktual. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya 

tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, 

redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika 

indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. 

Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. 
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Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan 

apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Tracer study, employer feedback, instruktur industri, teaching factory, 

dan sertifikasi berbasis demonstrasi harus menjadi mekanisme inti. Pendekatan nasional yang seragam perlu 

dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, 

guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi 

dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 
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14. Perguruan Tinggi dan Paradigma Lifelong Learning 
Universitas tidak cukup hanya mendidik mahasiswa usia muda untuk satu gelar awal. Mereka perlu menjadi 

penyedia pembelajaran sepanjang hayat bagi alumni, pekerja, manajer, dan profesional. Perubahan ini penting 

karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan 

investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, 

dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan 

kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa 

pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang 

memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang 

menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Program pendek, stackable credential, executive learning, online-hybrid, 

dan laboratorium AI terapan dapat menghubungkan pendidikan tinggi dengan perubahan keterampilan yang 

lebih cepat. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang 

dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah 

tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 
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dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

15. Perusahaan sebagai Sekolah Kedua 
Perusahaan adalah tempat paling dekat dengan perubahan teknologi dan karenanya memiliki informasi terbaik 

tentang pekerjaan mana yang sedang berubah. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir 

sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign 

organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator 

kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab 

itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih 

relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah 

organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Strategi talent marketplace internal, reskilling sebelum redundansi, rotasi, 

mentoring, proyek lintas fungsi, dan learning time yang dilindungi dapat menurunkan biaya transisi. Pendekatan 

nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, 

staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun 

semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 
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perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

16. UMKM dan Risiko Kesenjangan Produktivitas 
UMKM sering memiliki keterbatasan waktu, modal, pelatih, dan kapasitas manajerial untuk mengikuti 

perkembangan AI. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, 

melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan 

perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, 

struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca 

transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah 

bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu 

mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Model shared services, pusat pelatihan sektor, koperasi digital, voucher 

pelatihan, dan platform belajar berbiaya rendah dibutuhkan agar AI tidak memperlebar kesenjangan 

produktivitas. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang 

dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah 

tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 
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dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

17. Reskilling Pekerja Informal dan Gig Worker 
Pekerja informal dan gig worker sering tidak memiliki HR department, anggaran pelatihan, atau waktu belajar 

yang dibayar. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan 

melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku 

konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, 

kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya 

melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi 

tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga 

kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Portable training account, subsidi berbasis individu, microlearning 

melalui ponsel, pengakuan kompetensi, dan perlindungan pendapatan selama pelatihan menjadi penting. 

Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan 

operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, 

walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 
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Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

18. Inklusivitas Gender, Disabilitas, Usia, dan Wilayah 
Transformasi keterampilan dapat mereproduksi ketimpangan bila akses pelatihan ditentukan oleh jaringan, 

biaya, bahasa, lokasi, atau stereotip. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan 

tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan 

perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu 

siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca 

transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah 

bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu 

mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 
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Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Kebijakan harus menetapkan target partisipasi, desain aksesibilitas, 

dukungan pengasuhan, jadwal fleksibel, serta jalur belajar untuk pekerja senior dan penyandang disabilitas. 

Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan 

operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, 

walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 
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19. Pembiayaan Reskilling: Siapa Membayar? 
Manfaat reskilling tersebar antara pekerja, perusahaan, dan masyarakat, sehingga pembiayaan tidak tepat jika 

seluruh beban diletakkan pada satu pihak. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai 

kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan 

perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu 

siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca 

transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah 

bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu 

mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Skema co-funding, levy-grant, tax incentive, individual learning account, 

dana sektoral, dan pay-for-outcomes dapat dikombinasikan dengan mekanisme akuntabilitas. Pendekatan 

nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, 

staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun 

semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 
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Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

20. Data Pasar Kerja dan Skills Intelligence 
Kebijakan pelatihan sering tertinggal karena menggunakan klasifikasi pekerjaan dan kurikulum yang tidak 

cukup cepat menangkap perubahan kebutuhan. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir 

sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign 

organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator 

kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab 

itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih 

relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah 

organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Indonesia membutuhkan skills intelligence yang menggabungkan 

Sakernas, lowongan daring, data pelatihan, sertifikasi, tracer study, dan informasi perusahaan dengan 

perlindungan data yang memadai. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. 

Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan 

pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin 

cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 
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pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

21. Mengukur Efektivitas: Dari Jumlah Peserta ke Dampak Karier 
Indikator jumlah peserta dan sertifikat mudah dihitung tetapi tidak cukup menunjukkan keberhasilan. Perubahan 

ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian 

keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik 

manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta 

kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 

'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa 

yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang 

menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Evaluasi harus menilai completion, mastery, penempatan kerja, kenaikan 

pendapatan, retensi, produktivitas, mobilitas internal, dan return on training, serta membandingkan kelompok 

peserta dengan baseline yang jelas. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan 

lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, 

dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin 

cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 
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berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

22. Etika, Keamanan, dan Responsible AI sebagai Kompetensi Kerja 
AI yang digunakan tanpa tata kelola dapat memunculkan kebocoran data, diskriminasi, keputusan yang tidak 

dapat dijelaskan, plagiarisme, dan ketergantungan berlebihan. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya 

tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, 

redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika 

indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. 

Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. 

Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan 

apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Pelatihan harus memasukkan privacy, cybersecurity, intellectual 

property, human oversight, bias awareness, dokumentasi, dan mekanisme eskalasi. Pendekatan nasional yang 

seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, 

tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan 

berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 
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berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

Kasus Ilustratif 

Kasus ilustratif: sebuah perusahaan manufaktur komponen otomotif memasang computer vision untuk inspeksi 

kualitas. Pada desain yang buruk, perusahaan memandang teknologi tersebut semata-mata sebagai pengganti 

inspector sehingga pekerja lama menjadi surplus. Pada desain transformasi yang lebih baik, perusahaan 

memetakan tugas inspector: pengamatan visual rutin, klasifikasi cacat, dokumentasi, penelusuran akar masalah, 

komunikasi dengan produksi, dan perbaikan proses. Computer vision mengambil alih penyaringan awal, 

sementara inspector dilatih menjadi quality analyst yang memeriksa false positive/false negative, 

menghubungkan data cacat dengan parameter mesin, dan memimpin problem solving. Produktivitas meningkat 

bukan karena manusia dihapus, tetapi karena struktur tugas dan kompetensinya didesain ulang. 

Kasus lain dapat ditemukan pada layanan kesehatan. Sistem AI dapat membantu menyusun ringkasan rekam 

medis, coding, triase awal, atau prediksi risiko, tetapi keputusan klinis dan komunikasi dengan pasien tetap 

membutuhkan kompetensi manusia. Reskilling bagi tenaga kesehatan bukan berarti mengubah semua perawat 
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atau dokter menjadi programmer. Yang diperlukan adalah data literacy, kemampuan membaca rekomendasi 

model, memahami keterbatasan, menjaga privasi, mengenali bias, dan menjelaskan keputusan kepada pasien. 

Dalam situasi seperti ini, kompetensi teknis dan etika menjadi satu kesatuan. 

23. Manajemen Perubahan dan Resistensi Organisasi 
Kegagalan implementasi AI sering bukan karena teknologi, tetapi karena rasa takut, ketidakjelasan peran, 

insentif yang salah, dan proses bisnis yang tidak didesain ulang. Perubahan ini penting karena teknologi 

biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan 

proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat 

ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai 

berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu 

sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan 

belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih 

tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Pemimpin harus menjelaskan tujuan, menyediakan ruang eksperimen, 

melibatkan pekerja dalam redesign pekerjaan, serta memisahkan agenda produktivitas dari narasi ancaman yang 

tidak perlu. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang 

dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah 

tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 
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Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

24. Produktivitas, Upah, dan Pembagian Manfaat AI 
Reskilling akan kehilangan legitimasi bila pekerja diminta belajar lebih banyak tetapi seluruh manfaat 

produktivitas hanya masuk ke margin perusahaan. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir 

sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign 

organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator 

kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab 

itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih 

relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah 

organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Kebijakan upah, profit sharing, career progression, dan social dialogue 

perlu memastikan bahwa peningkatan produktivitas berhubungan dengan peningkatan kualitas kerja. Pendekatan 

nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, 

staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun 

semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 
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Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

25. Perlindungan Sosial untuk Masa Transisi 
Transisi pekerjaan membawa risiko hilangnya pendapatan, masa tunggu kerja, biaya kursus, dan mobilitas 

geografis. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan 

melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku 

konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, 

kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya 

melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi 

tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga 

kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Jaminan kehilangan pekerjaan, bantuan pencarian kerja, pelatihan, 

konseling karier, dan portable benefits perlu terhubung sebagai sistem transisi, bukan program yang berdiri 

sendiri. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang 

dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah 

tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 
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Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

26. Strategi Sektor Prioritas Indonesia 
Prioritas reskilling seharusnya mengikuti strategi ekonomi: manufaktur bernilai tambah, kesehatan, pendidikan, 

pertanian modern, energi, logistik, pariwisata, keuangan, ekonomi kreatif, dan layanan digital. Perubahan ini 

penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian 

keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik 

manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta 

kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 

'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa 

yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang 

menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Setiap sektor membutuhkan peta pekerjaan, teknologi, kompetensi, 

lembaga pelatihan, dan target outcome yang berbeda. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain 

sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, 
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pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem 

digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

27. Roadmap Reskilling Indonesia 2026–2030 
Roadmap perlu menggabungkan pemetaan keterampilan nasional, reformasi penyedia pelatihan, pembiayaan, 

credentialing, digital learning, job matching, dan evaluasi dampak. Perubahan ini penting karena teknologi 

biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan 

proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat 

ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai 

berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu 
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sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan 

belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih 

tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Tahap awal harus membangun data dan standar; tahap berikutnya 

memperluas skala; tahap akhir mengintegrasikan pembelajaran sepanjang hayat ke dalam sistem pasar kerja. 

Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan 

operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, 

walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 
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28. Model Tata Kelola: Kolaborasi Negara–Industri–Pendidikan–Pekerja 
Tidak ada satu institusi yang memiliki seluruh informasi dan sumber daya untuk mengelola transisi AI. 

Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui 

serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. 

Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas 

layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui 

pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas 

berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke 

aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Diperlukan governance lintas kementerian dan forum sektoral yang 

memiliki mandat, target, dashboard, mekanisme pendanaan, dan representasi pekerja. Pendekatan nasional yang 

seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, 

tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan 

berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 
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Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

29. Skenario Indonesia 2030: Polarisasi atau Mobilitas Produktif 
Skenario buruk adalah adopsi AI cepat tetapi reskilling lambat, sehingga produktivitas naik tidak merata dan 

pekerja terdorong ke informalitas. Skenario baik adalah adopsi disertai mobilitas keterampilan dan penciptaan 

tugas baru. Perubahan ini penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan 

melalui serangkaian keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku 

konsumen. Dalam praktik manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, 

kualitas layanan, serta kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya 

melalui pertanyaan 'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi 

tugas berubah, siapa yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga 

kerja ke aktivitas yang menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Pilihan kebijakan hari ini menentukan distribusi manfaat teknologi lima 

hingga sepuluh tahun mendatang. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. 

Kompetensi yang dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan 

pegawai pemerintah tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin 

cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 

berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 
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pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

30. Penutup: Membangun Bangsa Pembelajar 
Keunggulan kompetitif Indonesia di era AI tidak dapat bergantung pada biaya tenaga kerja murah. Keunggulan 

harus bergeser ke kemampuan belajar, adaptasi, inovasi, dan kolaborasi manusia-teknologi. Perubahan ini 

penting karena teknologi biasanya tidak hadir sebagai kejutan tunggal, melainkan melalui serangkaian 

keputusan investasi, perubahan proses, redesign organisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam praktik 

manajemen, dampaknya terlihat ketika indikator kinerja, waktu siklus, struktur biaya, kualitas layanan, serta 

kebutuhan kompetensi mulai berubah. Oleh sebab itu, membaca transformasi AI hanya melalui pertanyaan 

'berapa pekerjaan hilang' terlalu sempit. Yang lebih relevan adalah bagaimana komposisi tugas berubah, siapa 

yang memiliki kesempatan belajar, dan apakah organisasi mampu mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas yang 

menciptakan nilai lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, tema ini berhubungan erat dengan heterogenitas pasar kerja. Perusahaan besar di 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, atau kawasan industri dapat memiliki akses ke cloud, konsultan, vendor 

teknologi, dan pelatihan global, sementara banyak organisasi daerah dan UMKM beroperasi dengan kapasitas 

digital yang lebih terbatas. Karena itu, Reskilling adalah kontrak sosial baru: teknologi boleh berubah cepat, 

tetapi masyarakat harus menyediakan jalan agar manusia dapat ikut berubah tanpa kehilangan martabat dan 

peluang. Pendekatan nasional yang seragam perlu dilengkapi desain sektoral dan lokal. Kompetensi yang 

dibutuhkan operator pabrik, staf bank, tenaga kesehatan, guru, petani, pekerja logistik, dan pegawai pemerintah 

tidak sama, walaupun semuanya akan berinteraksi dengan sistem digital yang semakin cerdas. 

Reskilling juga harus dibedakan dari upskilling. Upskilling memperdalam kemampuan untuk tetap efektif pada 

peran yang relatif sama, sedangkan reskilling menyiapkan seseorang untuk kumpulan tugas atau peran yang 

berbeda. Dalam kenyataan, keduanya berada pada sebuah kontinum. Seorang staf administrasi yang belajar 

menggunakan AI untuk merangkum dokumen sedang melakukan upskilling; bila ia kemudian beralih menjadi 

analis proses yang merancang workflow otomatis dan mengawasi kualitas output AI, ia telah bergerak menuju 

reskilling. Kebijakan yang baik menyediakan kedua jalur tersebut dan tidak menunggu sampai pekerjaan lama 

benar-benar hilang. 

Prinsip penting berikutnya adalah pendekatan 'learn-work-learn'. Banyak pekerja dewasa tidak dapat 

meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan untuk mengikuti pendidikan penuh waktu. Pelatihan perlu 

dipecah menjadi modul pendek, diterapkan pada proyek nyata, lalu dilanjutkan dengan modul berikutnya 
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berdasarkan kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Model ini mengurangi opportunity cost, mempercepat 

transfer pembelajaran ke produktivitas, dan memungkinkan perusahaan menilai kompetensi melalui bukti kerja. 

Teknologi pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi materi, tetapi hasilnya tetap harus diverifikasi 

melalui praktik, asesmen, dan supervisi manusia. 

Dari perspektif kebijakan publik, kualitas penyedia pelatihan sama pentingnya dengan jumlah program. Subsidi 

besar dapat menghasilkan inflasi sertifikat apabila tidak ada standar outcome. Pemerintah perlu 

mempublikasikan informasi tentang completion rate, tingkat kelulusan asesmen, penempatan kerja, median 

perubahan pendapatan, kepuasan peserta, dan kepuasan pemberi kerja. Informasi tersebut menciptakan disiplin 

pasar: peserta dapat memilih program yang efektif, perusahaan dapat mempercayai credential, dan penyedia 

pelatihan terdorong memperbaiki kualitas. Pada titik ini, reskilling menjadi bagian dari sistem informasi pasar 

kerja, bukan sekadar proyek pendidikan. 

Aspek etis tidak boleh diletakkan di bagian akhir. Ketika AI digunakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, 

penjadwalan, prediksi produktivitas, atau keputusan kredit dan layanan, pekerja harus memahami data apa yang 

digunakan dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi. Kompetensi AI mencakup kemampuan mengatakan 'tidak' 

terhadap penggunaan yang tidak aman, bukan hanya kemampuan mengoperasikan alat. Human oversight, 

dokumentasi, audit, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan perlu menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, transformasi keterampilan berjalan seiring dengan transformasi tata kelola. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari bagian ini bukan seberapa banyak teknologi diperkenalkan, tetapi 

apakah pekerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif, dan memiliki jalur karier yang lebih baik. Teknologi yang 

sama dapat menciptakan dua hasil berbeda: deskilling, ketika manusia hanya mengikuti instruksi sistem tanpa 

memahami proses; atau augmentation, ketika sistem mengurangi beban rutin dan memberi ruang untuk analisis, 

kreativitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Reskilling Indonesia harus secara sengaja mengarahkan 

organisasi ke hasil kedua. 

31. Catatan Analitis Lanjutan: Membangun Ekosistem Pembelajaran Sepanjang Hayat 
Secara ekonomi, investasi keterampilan memiliki karakteristik aset tak berwujud: hasilnya tidak selalu terlihat 

segera, tetapi memengaruhi produktivitas, inovasi, kualitas keputusan, dan kemampuan organisasi menyerap 

teknologi baru. Karena manfaat tersebut baru muncul ketika kompetensi diterapkan dalam proses kerja, 

pelatihan harus dihubungkan dengan perubahan SOP, target kinerja, perangkat kerja, dan kesempatan praktik. 

Kursus tanpa redesign pekerjaan sering menghasilkan knowledge tanpa utilization. Sebaliknya, redesign proses 

tanpa pelatihan menghasilkan teknologi yang tidak dipakai atau digunakan secara dangkal. 

Dari sudut manajemen sumber daya manusia, reskilling perlu masuk ke workforce planning. Organisasi harus 

memproyeksikan permintaan kompetensi dua sampai lima tahun ke depan, membandingkannya dengan profil 

pekerja saat ini, lalu memilih kombinasi hire, build, borrow, automate, dan redeploy. Pilihan 'build' melalui 

reskilling biasanya paling bernilai ketika pekerja telah memiliki pengetahuan organisasi dan domain yang sulit 

digantikan. Pengetahuan tacit tentang pelanggan, mesin, jaringan pemasok, budaya, dan regulasi dapat 

dikombinasikan dengan keterampilan digital baru sehingga transisi lebih cepat daripada merekrut seluruh tenaga 

baru dari luar. 

32. Rekomendasi Kebijakan dan Roadmap Implementasi 
Agenda kebijakan yang diusulkan dapat diringkas dalam sepuluh arah. Pertama, membangun National Skills 

Intelligence yang menggabungkan data ketenagakerjaan, lowongan, pelatihan, dan tren teknologi. Kedua, 

menetapkan kerangka kompetensi AI berjenjang dari literasi dasar sampai advanced engineering. Ketiga, 
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memperluas microcredential yang stackable dan diakui industri. Keempat, menyediakan Individual Learning 

Account atau mekanisme sejenis bagi pekerja formal, informal, dan gig. Kelima, memberi insentif kepada 

perusahaan yang melakukan reskilling sebelum redundansi. Keenam, mereformasi SMK, politeknik, balai 

latihan, dan perguruan tinggi agar kurikulum lebih modular dan cepat diperbarui. Ketujuh, memperkuat 

instruktur melalui industry attachment. Kedelapan, mengintegrasikan pelatihan dengan job matching dan 

perlindungan pendapatan. Kesembilan, menetapkan standar Responsible AI dan literasi data sebagai kompetensi 

lintas profesi. Kesepuluh, mengukur keberhasilan berdasarkan outcome karier, produktivitas, dan mobilitas, 

bukan jumlah sertifikat. 

Peta jalan 2026–2030 dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase 2026–2027 adalah fase fondasi: pemetaan pekerjaan 

dan keterampilan prioritas, standardisasi credential, dashboard pasar kerja, serta pilot pembiayaan. Fase 2028–

2029 adalah fase scale-up: integrasi lembaga pelatihan, perusahaan, pemerintah daerah, platform digital, dan 

sistem perlindungan sosial. Fase 2030 adalah fase institusionalisasi: hak belajar sepanjang hayat, skills passport 

nasional yang interoperabel, evaluasi berbasis outcome, dan mekanisme pembaruan standar kompetensi yang 

berjalan secara reguler. Keberhasilan roadmap bukan ditentukan oleh dokumen perencanaan, melainkan 

kapasitas koordinasi lintas institusi dan konsistensi eksekusi. 

Matriks Ringkas Agenda Reskilling Indonesia 

Arena Masalah Utama Intervensi Outcome 

Data Informasi skills 

terfragmentasi 

National Skills 

Intelligence 

Kebijakan lebih responsif 

Pembelajaran Kurikulum lambat dan 

panjang 

Microcredential, learn-

work-learn 

Waktu transisi lebih 

singkat 

Pembiayaan Biaya ditanggung 

individu 

Co-funding dan learning 

account 

Akses lebih inklusif 

Perusahaan Pelatihan terpisah dari 

redesign kerja 

Reskilling-before-

redundancy 

Redeployment 

meningkat 

UMKM Kapasitas pelatihan 

terbatas 

Shared services dan 

voucher 

Difusi produktivitas 

Perlindungan Risiko pendapatan saat 

transisi 

Jaminan kehilangan kerja 

+ training 

Transisi lebih aman 

Kredensial Sertifikat tidak dipercaya Asesmen berbasis bukti 

kerja 

Skills-based hiring 

AI governance Risiko data dan bias Responsible AI 

competence 

Adopsi lebih aman 

Glossarium 
AI literacy: Kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan mengelola risiko sistem AI secara 

bertanggung jawab. 

Augmentation: Penggunaan teknologi untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan sekadar 

menggantikannya. 
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Automation: Pengalihan tugas atau proses dari manusia ke mesin atau perangkat lunak. 

Digital credential: Bukti kompetensi digital yang dapat diverifikasi dan dibagikan lintas institusi. 

Human-in-the-loop: Desain sistem yang mempertahankan peran manusia dalam pengawasan, validasi, atau 

keputusan. 

Individual Learning Account: Mekanisme pembiayaan pelatihan yang melekat pada individu dan dapat 

digunakan sepanjang karier. 

Job redesign: Perancangan ulang kumpulan tugas, tanggung jawab, alat, dan interaksi dalam sebuah pekerjaan. 

Lifelong learning: Pembelajaran berkelanjutan sepanjang siklus hidup dan karier. 

Microcredential: Kredensial untuk unit pembelajaran/kompetensi yang relatif kecil, spesifik, dan dapat 

ditumpuk. 

Reskilling: Pengembangan keterampilan baru untuk berpindah ke tugas atau peran yang berbeda. 

Skills-based hiring: Rekrutmen yang menekankan bukti keterampilan dan kemampuan, bukan hanya gelar. 

Skills intelligence: Sistem analitik untuk mengidentifikasi permintaan, pasokan, perubahan, dan kesenjangan 

keterampilan. 

Stackable credential: Kredensial kecil yang dapat digabungkan menjadi kualifikasi yang lebih besar. 

Task-based approach: Pendekatan yang menganalisis pekerjaan sebagai kumpulan tugas dengan tingkat 

otomasi berbeda. 

Upskilling: Peningkatan kemampuan agar seseorang lebih efektif pada peran atau bidang yang relatif sama. 

Workforce transition: Proses perpindahan pekerja dari struktur pekerjaan lama ke peran dan kompetensi baru. 
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